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Jak arta,



Februari 2014

Kepada Yth,
Bapak/Ibu..............cooooiiiinin.
Di

Jakarta

Dengan hormat,

Berikut ini saya sampaikan beberapa pertanyaan mengenai pelaksanaan pengaturan Ruang
Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data ini saya perlukan
sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengaturan Penataan
Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.” Hasil
dari jawaban Bapak/lbu ini semata-mata untuk kepentingan akademis, sehingga tidak akan
berdampak apa pun pada kinerja Bapak/lbu. Untuk itu, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk
menjawab setiap pertanyaan dengan leluasa dan tanpa beban, dalam arti betul-betul sesuai

dengan kondisi di lapangan.

Selamat menjawab, dan terimakasih atas segenap kerjasamanya.

Hormat saya,

Marcel cio Hutajulu




A. Kasus

Dalam rangka menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah merancang suatu
Peraturan Daerah yang digunakan untuk mensiasatai Penataan Ruang di Provinsi DKI
Jakarta sampai dengan tahun 2030, yakni dengan menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun
2012. Dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2012 sebagai revisi dari Perda sebelumnya
yakni Perda Nomor 6 Tahun 1999, diharapkan DKI Jakarta dapat lebih tertata dan
memenuhi target Ruang Terbuka hijau sesuai dengan kebutuhan kota Jakarta saat ini.
Tetapi sampai saat ini dengan terbitnya Perda terbaru tersebut , kondisi Penataan Ruang
di Jakarta belum ada tanda-tanda membaik, apalagi yang berhubungan dengan Ruang
Terbuka Hijaunya. Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa
luasan RTH Idealnya ialah 30 persen, yang terdiri dari 20 persen RTH publik dan 10
Persen RTH privat. Sedangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta
2012-2030 ditargetkan luas RTH publik di Jakarta sebesar 16 persen karena begitu
sulitnya Pemerintah Daerah untuk mengejar amanat 20 persen RTH publik , yang bahkan
kondisi nyata RTH DKI samapai saat ini hanya sekitar 10 persen.

Oleh karena itu , dirasa perlu untuk mengkaji atau mengetahui tindakan dan aturan apa
saja yan telah diterapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui Satuan Perangkat Kerja
Daerah (SKPD) yang berwenang dalam bagian Penataan Ruang tersebut sesuai dengan
Perda Nomor 1 Tahun 2012 dan kendala-kendala apa saja yang menjadikan Pemda DKI
Jakarta sulit untuk mewujudkan RTH yang sesuai dengan aturan yang telah di
amanatkan, sehingga kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk mensiasati penyediaan

Ruang Terbuka Hijau di Jakarta yang sesuai dengan porsinya.



PEDOMAN WAWANCARA
TENTANG PELAKSANAAN PENGATURAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

A. Identitas Informan

1. ALDA ERYTHR/(NA P

Nama

PEREMPU AN

Jenis Kelamin

Sy LANDSCARE pes . TelsAi! , S2.. MAVATeMEM SDM .

Pendidikan terakhir
gy

oTaF PROGRAM W ANGTARAN .

Jabatan :
DINAS  PERTAMANAN b PEMAKA AN Poy. Dict JUT

Tanda Tangan

4n ALDA EcP -
(Nama Jelas)



PEDOMAN WAWANCARA

TENTANG PELAKSANAAN PENGATURAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

A. Identitas Informan

Nama . . Pawbasg Aral(m fran
Jenis Kelamin : L.

Pendidikan terakhir : ..ot ¥ lavolog]
Jabatan . Shut

Tanda Tangan

(Nama Jelas)



C. Pertanyaan

1. Bagaimana Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Jakarta saat ini? Jelaskan!

Jawaban:

2. Bagaimanakah tanggapan Saudara mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang
telah dilakukan oleh Pemerintah DK Jakarta saat ini ? Jelaskan!

Jawaban:

3. Bagaimana distribusi Ruang Terbuka Hiaju di Provinsi DKI Jakarta saat ini ?
Jelaskan!

Jawaban:



4. Bagaimanakah Peran elit dan pengembang (developer) dalam mendukung
pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Provinsi DKI Jakarta? Jelaskan!

Jawaban:

5. Bagaimanakah tindakan hukum pemerintah terhadap pelanggaran dalam pelanggaran
pemanfaatan ruang di wilayah DKI Jakarta? Jelaskan!

Jawaban:

6. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan-kebijakan dan
program pembangunan hijau Jakarta ? Jelaskan!

Jawaban:



7. Apakah Saudara mengetahui bentuk- bentuk penyuluhan atau sosialisasi dari Pemda
Provinsi DK Jakarta, khususnya terhadap pembangunan hijau kota ? Jelaskan!

Jawaban:

8. Bagaimana pendapat Saudara mengenai pola koordinasi yang dilakukan Pemda DKI
Jakarta dalam melaksanakan program dan kebijakannya baik anatar institusi maupun
dengan masyarakat sebagai stakeholder penghijauan? Jelaskan!

Jawaban:

9. Bagaimana pendapat Saudara mengenai Implementasi (penerapan) Perda Nomor 1
Tahun 2012 tentang Penataan Ruang pada saat ini, apakah sudah lebih baik dari perda
sebelumya ? Jelaskan !

Jawaban:



